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Abstrak
 

Dewasa ini perkembangan dunia kedokteran semakin bertambah pesat sehingga tidak saja berfungsi dalam

hal penyembuhan namun juga memberikan suatu peluang yang positif terhadap dunia kecantikan. Salah

satunya ialah bedah plastik. Dulu suatu tindakan bedah plastik selalu dikaitkan dengan suatu keadaan

dimana pasiennya menderita suatu indikasi medis sehingga memerlukan penanganan bedah plastik. Namun

dunia kedokteran kini tidak lagi hanya berfungsi apabila adanya indikasi medis, tetapi juga dapat berfungsi

sebagai penambah daya tarik kecantikan seseorang. Bedah plastik mempunyai karakteristik yang khusus

misalnya dalam hal bedah plastik estetik yang berbeda dengan tindakan medis lainnya. Hal ini disebabkan

karena bedah plastik estetik lebih mengutamakan kepada suatu hasil kerja dari dokter bedah plastik yang

bersangkutan (Resultaatverbintenis), walaupun memang bedah bedah plastik rekonstruksi merupakan bedah

plastik yang lebih mengutamakan daya upaya atau usaha maksimal dari tindakan dokter

(Inspaningverbintenis).

Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen (pasien) di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga hak-hal pasien telah diatur

dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktik Kedokteran. Salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atas

tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian itu. Aspek hukum perlindungan konsumen (pasien)

menjadi fokus penting karena tindakan dokter bedah plastik yang sering merugikan konsumen. Dalam hal

bedah plastik ada beberapa permasalahan yang dapat timbul seperti tidak adanya pengaturan secara eksplisit

yang mengatur mengenai dokter yang berwenang untuk melakukan tindakan bedah plastik. Hal ini

menyebabkan banyak dokter yang mengklaim dirinya mampu untuk melakukan bedah plastik.Permasalahan

lainnya ialah apabila seorang dokter melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun wanprestasi yang

biasanya disebut dengan Malpraktek.

Pemberlakuan klausula-klausula yang bersifat baku sehingga konsumen (pasien) hanya bisa menerima dan

tidak adanya kesempatan bernegosiasi dan terkadang klausula tersbut berisi pembebasan tanggung jawab

dari pihak dokter bedah plastik. Klausula tersebut sering terdapat dalam Informed consent. Sedangkan

alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen (pasien) dengan dokter bedah plastik apabila terjadi suatu

tindakan malpraktek dalam bidang Perdata, maka dapat diselesaikan baik melalui pengadilan atau di luar

pengadilan yaitu dengan cara musyawarah serta dapat diajukan permasalahan kepada organisasi profesi

yang terkait yaitu MKEK IDI (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran).
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